BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis
2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukakan oleh Heider pada tahun 1958 dan
dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori ini mengasumsikan bahwa
orang mencoba untuk menilai atau berpendapat secara berbeda- beda. Winer
menjelaskan ada tiga tahap yang mendasarisuatu atribusi, yaitu :

a. Orang harus melihat perila

b. Orang harus percaya b ahwa perilaku itu'sengaja dilakukan, dan

ch@ arus menentu aya pada orang

o 'y Kaﬁ‘"ddeh TAS!!
ael dan D|xon (2019), teori atribust

in dipaksa

ainan, tergantu 1akna ang
dihubung 53 ilaku -tertentu. -Teori arar seseorang

cara C ang secara

meng seseorang individu,~pengamat berusaha entukan 2 pakah
perllaku -ik' an soleh @t@n@a@tqu : or internal
merupakan dorofigaf d dalam-diri-sendifi-untuk berpe

Sedangkan &etljoﬂ:irl ! -Ifoqﬁi i

ilaku tersebut: A 001
Berhubungan dengan perpe

I\secara tertentu.
kitar yang
mempengaruhi tumbuhnya p
naka'dalam teori ini diperoleh gambaran
bahwa faktor eksternal dan internal sangat berpengaruh terhadap pihak wajib pajak.
Faktor eksternalnya berupa sanksi pajak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini berkaitan dengan campur tangan pemerintah
baik secara langsung maupun tidak langsung, malah sampai bersifat memaksa
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara faktor internalnya berupa
kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kesadarannya ini didorong oleh kehendak hati nurani.
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2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perpajakan "Pajak merupakan konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang merupakan salah
satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

memiliki peranan yang penting dalam pjang penyelenggaraan negara.”

n secara

V24

pemerintah untuk

Sedangkan menurut Mardias :29)"Pajak merupakan Konstribusi
egara yang te h © adi atau badan'yang bersifat

wajib kepad _
memaks S uno g-%qr']gtdepganﬂqa mendap
lanc ung | da
kema raky:
201558} s

Kan untuk keperluan negara . be
. /ien u ‘-
1. Fu Bud tgiro O O O .

Pajak berfufigsitsebagai salah satu sumber dana b
A

membia gelt n@ﬂﬂ'LlTY
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)s = A 5 T A

Pajak berfungsi sebagai alat U meng atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.1.2.2 Nilai Jual Objek Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui penetapan NJOP lahan yang ditetapkan
setiap tahun. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi
jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Nilai jual objek pajak

ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh
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menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (BPRD,
2018).
2.1.2.3 Objek Pajak
Objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Republik
Indonesaia Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 dan 3 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Pasal 2 :
1. Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan
2. Klasifkasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 3 :
1) Objek pajak yang tida

an Bangunan adalah objek

8 Jm di bidang

B i O

? )sial, kesehatan, pendidikan, dan kebuc ‘ onalyyang
d an untuk m eroleh keu
w' ala) ¢ jenis

gun kubug,ﬁnﬁalan (
taman

pajak
esa, dan tanah

’ t
C
an, linddg, hdtah Suaka e
nasofal;ite peﬁég_enfbalafn-y'ang'T'—aiku \
g royaair
d) "Digunakan olehperwakilan “diplomat
perlakuan timbal ba

nul

konsulat berdasarkan asas

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan,
penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.
8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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2.1.2.4 Jenis Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang
pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis
pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan rincian sebagai berikut :
1.) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b) Bea Balik Nama Kendaraan.Be o (BBNKB).

c) Pajak Alat Berat (PAB)

d) Pajak Bahan Bakar Ké Bel KB).

DAD

INIVERSITASH

Bukan Lo
2.) Pajak ) Pemerinta ten/K
ajak an Ba unqn__Q_gg_g_n_ an Per
b) BeaRerolehan Hak atas Tanait dan Bangurian
c) Pajak Bafangiden Jasa Tertentu .(IiBJID'—.—-"—/
9) Paja QUALITY
e) Pajak Air Tanah (PAT), H= RAS TAC
f) Pajak Mineral Bukan Logamsdan Ba
g) Pajak Sarang Burung Walet.
h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2.1.2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

dan Batua

BLB).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994
dalam Rachmat Hidayat (2022), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang
bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan

objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
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Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya
pajak. Sedangkan menurut Diana (2018:477), pajak bumi dan bangunan adalah
pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, maka
kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan
telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Imron Rizki A. ( 2018), ada empat sistem pemungutan pajak,

yaitu :

1. Official Assessment Sistem,__~
Official assesment sis pakal stem pemungutanipajak yang

mana besa ajakiteruta IKaTO‘ alr__ls:‘gr; rQ/%Ihinst'
Y} ’ N 4 '

) pajak bersifat pasif dan menunggu Statu

Si I ut pajak.

i pemungut Wk. Besarnyz

at ketetbpalgalé—

is;er@e@al@s@l sis
memberi wewgnédngpad iskus dan wajib pajak-untuk
A

seseorang V. utang.un Hﬁﬂ'ﬂwa awal tah

menentukan sendiri besarnya pdjak<yang ‘terutang untuk tahun berjalan yang

merupakan angsuran bagi wajib paje

G k yang

ambesarnya pajak

m

wajib Pajak
anggharus disetor sendiri. kemudian pada
akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya
berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. Withholding Sistem

Withholding sistem merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya
pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya
menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak
tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau

pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
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2.1.2.7 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Menurut Undang-undang No.12 tahun 1985 pasal 10 ayat 1 Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direkorat
Jendral Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak terutang
kepada wajib pajak.
2.1.2.8 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0.5% dari Nilai Jual
Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif 0.5% adalah tarif

pajak tunggal yang berlaku ua objek pajak persawahan,

perkantoran, perkebunan, in
2.1.2.10

seluruh indonesia.

enghitung

itungan PEB ?q NI al L*a ena Pajak itu suatu

& JOP yang dlgunakan untuk das g )an-PBB.

ihitung den
JKP ditel

Cara meng

itu:
a. Sebesar40% d k: = __O__I_-_gl__
. ‘..‘m\ o B b 00 60,
2. Objek p aja
3. Obje ainnya, nafulﬁ\pﬁqk‘ee‘rpe
bumi dan bangunan sama-atadslebih dari-1:000
b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
1. Objek pajak pertambangan
2. Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00
2.1.3 Variabel-Variabel Penelitian
2.1.3.1 Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Rahayu dalam Zumrotun Nafiah (2018) kesadaran adalah keadaan

NJKP.

de JOP atas
.000.000,00

kebunan '-’-._

mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga
kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa
adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk

wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontrbusi dana untuk
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pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara penilaian positif masyarakat wajib
pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan

masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.3.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak
akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak adalah suatu bentuk
hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan

yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda

yang mana dengan membayar ang sudah ditetapkan.

an mendisiplinkan dalam

Dengan adanya sankSi_paja
kewajiba k membayar enga , Sikap pajak ingkatkan

ak dalam | (3?\&1 Lkﬂr__l em_ ?yir '_p.aj ak.

kepatuha
‘ Sebagai akibat tidak terpenuhinya Kewe

wajik : ana dalam undang-undang perpaj: pajak ‘akan

patuh jikar anya sanksi-berat-akibat | erhadap
erpajakan m ..d.Q..QQ. ke an wajib_pajak;Znamun

pemb N pajak.. ’
penerap gk@s@d@o@w

wajib pajak
yang tidak me men

2.1.3.3 Ting percaya Pd’ﬁfﬁ(’liriﬁfa? & .
Menurut Robert dan,_ Kinickis ‘dalam.-fYunar Ade Kristianti (2021)
seri dana

dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud

BWajiban perpajakan.—— -
A

kepercayaan adalah keyakinan enerima atau timbal balik pada niat
harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparatur pajak bahwa pajak telah
dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta
menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah
dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
Sedangkan menurut Pauji (2020) kepercayaan adalah sesuatu yang
diantisipasi dari ketulusan serta perilaku suportif. Akan ada kepercayaan pada
pemerintah jika pemerintah sudah percaya pada rakyat dan rakyat sudah percaya

pada pemerintah.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2018) yang

dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan

yang telah ditetapkan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayaraan pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan suatu ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Jadi, kepatuhan perpajakan dapat diartikan

sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaraan

dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

No

Pratiwi, dan
Sukirman (2018)

Wajib Pajak
Membayar PBB-P2

(Studi Pada Wajib Paja
Kota

PBB-P2  di
Banjar)

RSITAS!H
Penelitian

Kesimpulan

STAGI

dari
ini
menunjukkan
bahwa pemahaman,
sanksi, dan
nasionalisme
berpengaruh positif
signifikan. Namun

kepercayaan
terhadap
pemerintah dan
hukum tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan  wajib
pajak dalam
membayar  pajak
bumi dan

bangunan.
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Juliana Kesaulya
dan Senny
Pesireron (2019)

Median
dan Mut

Pengaruh Pengetahuan
perpajakan, sanksi
pajak dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak Dalam
Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan

] N A\
Pemahaman,

Pajak  da
epercayaan

a3

Kuantltatlf F g g
emerﬁh
Ke

2

Kuantitatif

6"0"

LITY
STAGI

Regresi

Berganda

Kesimpulan
penelitian ini

menunjukkan
bahwa
pengetahuan,

dari

sanksi pajak dan

kesadaran

wajib

pajak berpengaruh

positif

dan

signifikan terhadap

kepatuhan

wajib

pajak orang pribadi
dalam  membayar

o,

. pajak bumi dan
bangunan.
pulan  dari
elitian ini
enunjukkan

bahwa pemahaman
kepercayaaan

pada pemerintah

signifikan

memiliki pengaruh

positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak
membayar
PBB.

dalam
pajak

Novi Herlyastuti

(2018)

Pengaruh  Kesadaran
Wajib Pajak,
Pengetahuan
Perpajakan Dan

Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam

Kuantitatif

Regresi
Linear
Berganda

Hasil pen
menunjukkan

elitian

bahwa kesadaran,

pengetahuan

ndan

sanksi  perpajakan

berpengaruh

signifikan positif

terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.
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Membayar Pajak
Bumi Dan Bangunan
Di Kota Malang

Rachmat Hidayat Pengaruh kesadaran Kuantittaif Regresi Hasil penelitian
dan Suci Rahma Wajib Pajak dan ) menunjukkan
Wati (2022) kualitas LI bahwa Kesadaran

Berganda Wajib Pajak
berpengaruh
signifikan terhadap
Kepatuhan  Wajib
Pajak dalam

em bayar Pajak
/ dan

pelayanan paja
tel’h Udp
Wajib Pajak

dalam me

LR L dHNIVERSITAS!
i di kota
OO0 alitas Pelayanan

k tidak

/ aja ida

O Q0 ’ berpengaruh
\‘g .

: i

signifikan terhadap
Kepatuhan  Wajib
QUALITY
BERASTAGI

angunan,

Pajak

dalam  membayar
Pajak Bumi dan
Bangunan di
Wilayah Kota
Bandung  Tahun

2022.
Reyka Pratiwi, Faktor-Faktor ~ Yang | Kuantitatif Regresi Hasil penelitian
S Mempengaruhi ) menunjukkan
A_I'Straj_a Dison Kepatuhan Wajib Linear secara parsial
Silalahi, dan Ova Pajak Dalam Berganda faktor

Novi Irma (2019) Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan kesadaran dan

sanksi pajak
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(PBB) Di Kecamatan
Tanjung Morawa

berpengaruh
terhadap kepatuhan
wajib pajak badan
dalam membayar

pajak bumi dan

bangunan.
Rahmat Pengaruh Kuantitatif Uji kualitas Kesimpulan  dari
Yuliansyah, Desi Pemahaman, Sanksi data, uji Penelitian ini
Amalianti Perpajakan, Dan asumsi adalah terdapat
] Tingkat Kepe < klausik, dan | pengaruh yang
Setiawan, Rahayu, Pada Peme uji hipotesis | signifikan terhadap

Sri Mumpuni

(2019)

Wina Sasmita
Harahap dan

Alistraja Dison
Silalahi (2021)

N4

Terhadap Ke
Wajib Pajak

\ P@&izl VE

IEIETI'IJ

®

—O—
290

OO

ERSITAS!H

V)
;’

( ercayaa

“Kepatuhan

variabel

pemahaman, :
Sanksi Perpajakan,
Tingkat
n Pada

emerintah
Terhadap
Wajib
Pajak dalam
Membayar PBB-2.

or-Faktor
Mempenga
Kepatuhan

Pajak Dalam

g

Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan
di Kab. Deli Serdang

L'ﬂa‘%?ta

STAGI

Berganda

Berdasarkan hasil
analisis data dan
pembahasan yang
telah dikemukakan
di

atas, dapat diambil
kesimpulan secara
mandiri SPPT dan
pengetahuan wajib

pajak tidak
berpengaruh
terhadap kepatuhan
wajib pajak. Sikap
wajib pajak,
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Yunar ade krista
anang subardjo
(2021)

!

UNIVE] esxms’

Q(

DO

,OO

—

QUA
BERA

[ Kuantltatlf 5

LITY
STAG!

)
6z

sanksi pajak dan
kesadaran pajak
berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan

wajib pajak di
Kabupaten Deli
Serdang. Secara
bersamaan SPPT,
pengetahuan

wajib pajak, sikap
wajib pajak, sanksi
pajak dan
kesadaran pajak
berpengaruh

positif dan

( ifikan terhadap

patuhan wajib
pajak di Kabupaten

Serdang.

Linear
Berganda

Kesimpulan  dari
penelitian ini
adalah
menunjukkan
bahwa sikap wajib
pajak, pemahaman
perpajakan dan
sanksi  perpajakan
dan tingkat
kepercayaan pada
pemerintah
memperoleh  hasil
uji positif terhadap
kepatuhan  dalam
membayar  pajak
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bumi dan
bangunan.

10 | Pengaruh  sanksi | Pengaruh sanksi | Kuantitatif Regresi Hasil penelitian
pajak, kesadaran | pajak, kesadaran.u Linear menunjukkan
wajib pajak, pajak, bahwa Sanksi

Berganda Pajak,
Dan kug Dan
pelayanan p yana Kesadaran  Wajib
terhadap kepa ph-(Llhah‘-'t RSITASH Pajak berpengaruh

Wajib pa
membayar
bumi dan bang

S Q0O
(study kas \!ﬁh\ udly sus a@ 6 6
kecamatan ' ag? Isa »

candisari kot ‘/ S arang"tahm -~

semarang  ta :
2016gE8es) 85%’2 SL'II'ICE

gjak dala
ajak bumi

) 'w’ ikan terhadap
patuhan ~ Wajib
/ Pajak  sedangkan
; alltas Pelayanan
, tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
Kepatuhan  Wajib
Pajak dalam

Membayar  Pajak

Bumi dan
Bangunan pada
Kecamatan

Candisari Kota

Semarang.

2.2 Kerangka Berpikir
Menurut Sugiyono (2019) kerangka berpikir adalah model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
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diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kepatuhan wajib pajak dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai
kesadaraan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan tidak
melakukan penunggakan dalam membayar pajak. Variabel dependen adalah
variabel yang hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variabel independen. Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam membayar pajak.
Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan enam indikator sesuai
wajib pajak patuh, diantaranya memahami UU Perpajakan, kesadaran untuk
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan surat pemberitahuan (SPT)

dengan tepat waktu, mengisi enghitung dengan benar, dan

membayar tepat waktu. Un lan ini dapat dilihat dalam
bentuk kerar \

a pikir sebaga

A UNIVERSIT
Kesadaran Wajib Pajak

(X1)

d
Kepatuhan Membayar

: Pajak Bumi dan
(X2) - Bangunan

\ ITY ¢¥
L BERASTAGIJ )

Tingkat Kepercayaan Pada
Pemerintah /

S

Sanksi Pajak

~

(Xs)

Gambar 2.1
Konsep Kerangka Berfikir
2.3 Definisi Operasional Variabel
Menurut Sugiyono (2019:221) operasional variabel adalah suatu dimensi yang

diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan
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kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur
variabel tersebut.
2.3.2 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen (terikat). VVariabel independen dalam penelitian ini adalah :
2.3.2.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Rahayu dalam Zumrotun Nafiah (2018) kesadaran adalah keadaan
mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga
kesadaran perpajakan adalah keadaans

adanya paksaan dari pihak lain, Kesa .m perkonsekuensi logis untuk

wajib paj
pelaksa
pajaketerhad:

Muliari dat

etahui atau mengerti perihal pajak tanpa

aitu kerelaan aK ™ ikan kontrbusi' dana untuk

I'perpa E}E‘ erlmg‘ag %atr_a (?'Qlaa} positif, akat wajib

naan fungsi negara oleh pemerintah ake erakan

hi kewajibannya untuk mer ajak urut
al achma(A—E 022) Ap3

memahami.tingkat kesada seq@_Qw_g%ﬁ_k‘ya b &

: Menge da upd@d@@u@pgr
al ntuk.bethﬁayﬁanNeg-aTa
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O
)
C

. Mengetahui f ",4»

ai dengan
ketentuan yang berlaku.
. Menghitung, membayar, melaporkamypajak dengan suka rela dan melaporkan pajak
dengan benar.
2.3.2.2 Sanksi Pajak (X2)
Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak
akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain, sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan
(Juwita dan Wasif, 2020). Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Wulandari,
2020) sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya wajib pajak tidak
melanggar regulasi ataupun norma perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib

pajak berupa denda yang mana denga membayar sejumlah nominal yang sudah
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ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan mendisiplinkan dalam
kewajiban untuk membayar pajak. Dengan begitu, sikap pajak meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.
Menurut Mulyati dan Ismanto (2021) indikator dari sanksi perpajakan,
yaitu:
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
2.3.2.3 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X3s)
Menurut Robert dan_Kiniekisedalam_Yunar Ade Kristianti (2021)

kepercayaan adalah keyakln 5

dan perilaku erang lain. Daf pul kepercayaan

a e rmahaaua atur paja
_ TNV E RS TRG R
dikelola i K Secara transparan dan bertanggungja enuhwserta

atau timbal balik pada niat

3bagai wujud
ak telah

harapan paj

menjalan A pajakuntu embiayai pengeluz e ntah

dan kesejahtera : tsesual-de nerma dé al yang be :
Sedangkan ment : (202 ﬁ 1an ada atu'yang.diartisipasi

dari ket aku syp@f.@a@ia@pgr A tah jika

pemerintah sudaf pefeay padé.rﬁyétdapxaﬁy%ﬂdah - pada pemerintah.

Adapun ing “tingkat. pwwa?elu:iafa\pe erpendapat,

membuat keputusan dengan tepat’dantidak canggung dalam bertindak.
Menurut Latief (2020),indikatg arl Tingkat Kepercayaan Pada

Pemerintah, yaitu :
1. Kepercayaan pada sistem pemerintahan
2. Kepercayaan pada sistem hukum
3. Kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa
dirasakan oleh rakyat
2.3.1 Variabel Dependen (Y)
Menurut Sugiyono (2019:69) Variabel dependen adalah variabel yang hasilnya
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel

dependen (YY) dalam penelitian ini adalah :
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2.3.1.1 Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2018) yang
dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan
yang telah ditetapkan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayaraan pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Jadi, kepatuhan perpajakan dapat diartiakan
sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaraan
dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Keputusan _Menteri euangan Republik Indonesia No.
544/KMK.04/2000 “Kepatuhan pery

pemenuha
perundang
Suad ' 1€

(2022)

tindakan wajib pajak dalam

ewajiban pe engan  ketentuan™, peraturan

ngan dan era ur@n\pialgsg_na?n Perpa akan
' dan an  dalam
empa dikator—u “mengide 3
Q00

membayak.pajak, ya
Mengisi dengan be@ @lk@d@elg

Menghitungp' gan benar — .
A

Membayar pa In aQUAl_lTY
Belum atau'tidak pernah menerima:suratperingatan ‘

dan kelalaian lainnya mengenai pa

ang. aku dalam

au teguran perihal tunggakan

Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dengan dua bentuk; pertama
adalah kepatuhan formal yang ditunjukkan melalui Tindakan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Dan
yang kedua, kepatuhan material yaitu suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi
semua ketentuan material perpajakan, dan sesuai dengan isi serta undang-undang
tentang perpajakan dalam (Rachmat Hidayat, 2022).

2.4 Hipotesis
Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan
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dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka penulis merumuskan hipotesis

sebagai berikut:

Hi:

Hs:

Hs:

Ha:
pemerintah k
Bumi da

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar
Pajak Bumi dan Bangunan.
Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak

Bumi dan Bangunan.

Tingkat kepercayaan pac ah

berpengaruh positif terhadap
kepatuhan membayar Pajak’E 3angunan.

Kesadaran wajib paja a)3 at kepercaya pada
eng ruhp ajib pajak Dayar Pajak
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